PB UMKU SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI: PENERIMA

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

VERFIKAS| PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERDAGANGAN

WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI

Menerima lzin

PB UMKU Ditetapkan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Verifikator / Sub Koordinator/ Koordinator/ KetmmEngan
i Kelengkapan Waktu Output
pemakds Surveyor Pengendali Teknis | Pengendali Mutu Kepala Dines S .
4 |Mengajukan Permohonan ﬂl/ Berkas Permohonan sesuai Na  |Berkes permohonan terterima
* |melalui OSS RBA 1\\ ketentuan melalui sistem OSS
Melakukan verfikasi, )\ X
memberikan persetujuan jika \ Berkas permohonan . Berkas permohonan
2. an:Em: _m_._m_ai a dsocival terterima melalui sistem 0SS am  lterverifikasi
dan dikembalikan jika belum
lengkap dan belum benar
1. Kerangka Acuan Kerja
Mempelajari hasil verifikasi dan 2. Rancangan SPT
menetapkan persiapan 3. Kertas Kerja Survei
3. |pelaksanaan survey Wﬂ_%ymwmgso:ms 1 Hari Berkas permohonan
selanjutnya menyampaikan 4. terverifikasi
hasilnya kepada Koordinator Dokumen pendukung
5. lainnya
: - 1. Kerangka Acuan Kerja
Menguji dan mempelajari 9 mmsnmﬂmm: SPT L
beefices nmav_.m_.um: um_mrmmamm: > m.. Kertas Kerja Survei Dukungan administrasi dan
3% M:2h< a.m__u” ia m_am mcm“n. ARy i Berkas permohonan o perlengkapan survey lengkep
' i R 4. ifikasi (termasuk pelaksanaan
kelengkapan survei telah - terverifikas briefing)
terpenuhi, apabila tidak maka Dokumen pendukung
survey ditunda 5 lainnya
Pelaksanaan survei, apabila
hasil survei sesuai antara . ;
dokumen pendukung dan Uc_,_:._:u_w n m%m_:ﬂ_w:mﬂum_wm Berita acara hasil survey
5. |keadaan di lapangan, maka Nwﬂmmcﬂumhmnmmmwms gkap 1Hari |berserta lampiran teknis
akan diteruskan ke Koordinator, briefing) P pendukung
jika tidak sesuai, maka akan
dikembalikan kepada pemohon.
. Berita acara hasil survey Berita acara Hasil survey
6. Mempelajari dan memutuskan ./ berserta lampiran teknis 1 Jam |disetujui sebagai dasar
kelayakan penerbitan Izin. pendukung penetapan PB UMKU
: o 3 Berita acara Hasil survey
R_macmq ikan Notifikasi disetujui sebagai dasar 30 Menit [PB UMKU Ditetapkan
(& SfBSAuEN penetapan PB UMKU
J PB UMKU Terverifikasi




No. ;
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DDoidmes

dan Prosedur

Revisi
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA Tql. Efekti
Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima
PB UMKU Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar
Negeri
Ruaty L sngkup Waralaba
Kegiatan
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1 |Persyaratan |A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:
a. Nama dan alamat para pihak
b. Jenis HKI;
c. Kegiatan usaha
d. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan
Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi
"Waralaba Lanjutan kepada Penerima Waralaba Lanjutan
f. Wilayah usaha;
g. Jangka waktu Perjanjian Waralaba
h. Tata cara pembayaran imbalan
i. Penyelesaian sengketa
j- Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba
k. Jaminan
I. Jumlah geraitempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba Lanjutan
2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:
a. Data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan
b. Legalitas Usaha
c. Sejarah Kegiatan usahanya
d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan
e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
f. Jumlah Tempat Usaha
g. Daftar Penerima Waralaba Lanjutan
h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan
i. Hak Kekayaan Intelektual.
3. Formulir data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari
Waralaba Luar Negeri
B. Teknis, meliputi :
Survey lapangan terkait kepatuhan terhadap :
a. Lokasi Usaha
b. Kelayakan Tempat Usaha
c. Jenis Produk Usaha
2 |Sistem 1
Mekanisme ———)[ Pelaku Usaha €

<

]

v

Permohonan Perizinan
Berusaha Melalui 0SS

[

)

Tidak

Verifikasi dan
Survei Tim
Teknis Sektor
Perdagangan

[ Kepala Dinas ]

PB UMKU
Terverifikasi |

Jangka Waktu
Pelayanan

5 (Lima) hari kerja

Masa Berlaku

Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha

Biaya/Tarif

Tidak ada biaya/Tarif




6 [Produk

PB UMKU yang telah terverifikasi

Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi

Pengaduan, 2 Kotak Saran ;

;j::kgi” 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website - www.dpmptsp.pemkomedan.go.id

www.lapor.go.id

6 Media Sosial - Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax 1 (061) 785 2253 / (061)785 2254

B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

-

Dasar Hukum

Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perdagangan.

o b w N =

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
10 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan PB UMKU dari 0SS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, /™ Februari 2023 (
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Terpadu Satu pintu Kota Medan :
Kota Mgdan

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




6 E:;olg::nan PB UMKU yang telah terverifikasi
7 |Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan - JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT I} Medan 20143
s 4 E-mail : penaaduaninformasiayanandamall com
5 Website - www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
6 Media Sosial - Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi :

No.

Komponen

Uraian

-

Dasar Hukum

Undang — Undang No. 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perdagangan.

b W N =

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

Birokrasi.

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

9 pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

10 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

L

Pelaksana

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasililas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5(Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6lJaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7Jaminan PB UMKU dari 0SS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
g|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

B tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

 Medan, ™ Februari 2023 _
' = sPenanaman Modal dan Pelayanan

NURBAITI HARAHAP, $.50s, M.AP
Pembina Tft |
NIP. 19720904 199302 2 001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR KOPERASI DAN UMK
KBLI : 664141 - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan OPD Teknis selaku | Sub Koordinator/ |  Koordinator/ Keterangan
: : . . i Kel a Output
PRoion Verifikator/Surveyor | Pengendali Teknis| Pengendali Mutu epald BNnpd elengkapan Waktu .

1. . : Berkas permohonan
z_m:mm._:_.ﬁ: pemmehenan O Berkas permohonan sesuai NA  [terterima melalui sistem Mulai
melalui sistem OSS ketentuan

0OSsSs

2.|Berdasarkan Izin yang belum A
terverifikasi, Verifikator A .
melakukan verfikasi atas \ /
pemenuhan persyaratan Berkas permohonan Berkas permohonan
penerbitan Izin, jika < terterima melalui sistem 1 Hari [terverifikasi beserta
permohonan lengkap dan 0ss lampiran teknis pendukung
benar dan dikembalikan Jika
Belum Lengkap dan Belum
Benar

3
Menguiji kesesuaian dokumen -
pendukung teknis serta berkas Berkas permohonan : &
permohonan, dan terverifikasi beserta 1 Hari umﬂ%wﬂ%mﬂms_m: ¥
menyampaikan hasil pengujian lampiran teknis pendukung -
kepada Koordinator

4.|Mempelajari dan memutuskan
kelayakan penerbitan |zin Aﬁ

i sl hasi penauiianyan Nota hasil Pengujian yang
> UM_ mB dis w s m Jlanyang | 5 jam |disetujui sebagai dasar
< MRy CHER IO penetapan |zin

5. . T v Nota hasil Pengujian yang
_,.,._wmﬁ”,mwm.qr___wmnz noBAKAS ﬂU disetujui sebagai dasar 1 Jam |lzin Ditetapkan
P ! penetapan Izin

6.

Menerima Izin O Izin ditetapkan 30 Menit |lzin diterima Selesai




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64141 - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP

whLl Primer)

Ruang Lingkup

Kegiatan Pembukaan Kantor Kas

Unit Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.

Komponen

Uraian

1

Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir

3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

4, Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah);

5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

7. Memiliki rencana kerja Kantor Kas KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:

a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;

¢. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSP
Primer;

10. Calon kepala Kantor Kas KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

Pelaku Usaha
v
Permohonan Perizinan
lui

—,

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

[

Kepala Dinas ]

3 [Jangka Waktu ) L
Peigyanan 3 (Tiga) hari kerja
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk ksl
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Maaukan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website - www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.




Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, /7 Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana{
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

s,

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk 1
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

-«Ee\t)ruari 2023

. ,./Mé‘mw“",” :
i ﬂ;*}?ra naman Modal dan Pelayanan

a Medan




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64141 - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP

BLI Primer)

Sang Lingkig Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Kegiatan
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. [Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Memiliki lzin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir

3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah);

5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang
dilengkapi dokumen:

a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;

c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
Pembantu KSP Primer;

10. Calon kepala cabang Pembantu KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;

2 |Sistem \
Mekanisme _-——)[ Pelaku Usaha J<
dan Prosedur

v

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

Kepala Dinas ]

3 |Jangka Wakiu 3 (Tiga) hari kerja
Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
& [Produk tzin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsuitasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Mesuken 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.fapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax : (081) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi : ;
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.




Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

4
5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

/ Medan, /A ~Februari 2023
/p Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana
Terpadu Satu pintu Kota Medan .
Kota.Meda

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.

dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

AITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
. PembinaTkl
NIP 19720904 199302 2 001




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERAS| UMK

64141 - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP

KBL! Primer)

Ruang Lingkup

; Pembukaan Kantor Cabang
Kegiatan

Un

it Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.

Komponen

Uraian

Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;

3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi
dokumen:

a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;

¢. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
KSP Primer;

10. Calon kepala cabang KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;

11. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan
pada Rapat Anggota.

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

—]I
J=

Pelaku Usaha

v

Permohonan Perizinan

——

Tidak

Verifikasi Tim

Teknis Sektor

Koperasi Dan
Umk

Kepala Dinas J

Jangka Waktu

3 (Tiga) hari kerja
Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif  |Tidak ada biaya/Tarif
6 [Produk Eii
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
hlamaukan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website . www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

{manufacturing) meliputi : : ;

No.

Komponen

Uraian

-

Dasar Hukum

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja




Peraturan Pemnerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasie Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6{Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan 1zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
g|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, {7~ Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana

Terpadu Satu pintu Kota Medan :

KotE Meda;

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, /7 Februari 2023

y'pintu Kota Medan
tg Medan

. NURBAITI HARAHAP, S.S0s, M.AP
) Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA Mo, Doxumen :

RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK el
Tgl. Efektif
64141 - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP
KBLI "
Primer)
Ruang Lingkup . ;o
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Bukti setoran modal sendiri pada KSP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank
umum,

2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan
usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;

3. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP Primer;

4. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;

5. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan

6. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.

2 |Sistem )
Mekanisme ) =
dan Prosedur [ Pelakt:PUsaha )

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

0

v

3 |Jangka Waktu

3 (Tiga) hari kerja

Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk ,
Pelayanan Izin
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masukan . ] y .
4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website - www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www._lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pen_gelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi : :
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
8 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi




Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsuitasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, /"~ Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan#/
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

(r i

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota|
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana | 5 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memaharmi tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan 1zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, /s Februari 2023
KepalaDi s Penanaman Modal dan Pelayanan

:b\?%y Kota Medan
7,

3 o ol U
R A s g Ik
A nd\aaAmﬁAwipjfé.Sos, M.AP
R Pembina Tk |

NIP. 19720904 199302 2 001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKAS| PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR KOPERASI DAN UMK

KBLI : 64142 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan OPD Teknis selaku | Sub Koordinator/ |  Koordinator/ : Keterangan
; " . . Kelengkapan Y Output
Femohat Verifikator/Surveyor | Pengendali Teknis| Pengendali Mutu hapiaian engiap Eishl g
1. i : Berkas permohonan
z_m:mm._c__.ﬁn Rermetionan O b S NA |terterimamelalui sistem Mulai
melalui sistem OSS ketentuan
0SS
2.|Berdasarkan lzin yang belum A
terverifikasi, Verifikator A yA
melakukan verfikasi atas \ /
pemenuhan persyaratan Berkas permohonan Berkas permohonan
penerbitan Izin, jika < terterima melalui sistem 1 Hari |terverifikasi beserta
permohonan lengkap dan 0SS lampiran teknis pendukung
benar dan dikembalikan Jika
Belum Lengkap dan Belum
Benar
3.
Menguji kesesuaian dokumen -
pendukung teknis serta berkas Berkas permohonan ’ .
permohonan, dan terverifikasi beserta 1 Hari Nets :m.m; vm.:uE_m: yang
: : - . . belum disetujui.
menyampaikan hasil pengujian lampiran teknis pendukung
kepada Koordinator
4.|Mempelajari dan memutuskan
kelayakan penerbitan |zin v , .
Nt Hasil serauilanyan Nota hasil Pengujian yang
> UM_ m3 Mamﬂwcm jlanyang | 5 jam |disetujui sebagai dasar
< . R penetapan Izin
5. : : ; v Nota hasil Pengujian yang
g%“,.mwm”_.__wm:: i kas] ﬂU disetujui sebagai dasar 1 Jam |lzin Ditetapkan
P y penetapan Izin
6.
Menerima Izin O Izin ditetapkan 30 Menit|lzin diterima Selesai




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64141 - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP

ekl Primer)

Ruang Lingkup

Kegiatan Pembukaan Kantor Kas

Unit Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.

Komponen

Uraian

1

Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Memiliki zin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir

3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

4, Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah);

5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

7. Memiliki rencana kerja Kantor Kas KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:

a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;

c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas KSP
Primer;

10. Calon kepala Kantor Kas KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

Pelaku Usaha

v

Permohonan Perizinan

4

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

Kepala Dinas I

3 |Jangka Waklu |3 (tiga) hari kerja
Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 [Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 [Produk ki
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Maatikan 4 E-mail - pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website - www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax - (061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi : i N
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.




Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intemet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana | 5 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK

3 Mampu mengoperasikan komputer

4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
internal 2 Sekretaris

3 Koordinator/Pengendali Mutu

4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

/ Medan, /4 Februari 2023
/i!t. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

ﬁo(am

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, /" Februari 2023

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
: u-pintu Kota Medan

Py e

=N vy 17 i
\ - INURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
\ Pembina Tk |

. NIP. 19720904 199302 2 001




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA . Dosumen

RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK ERUEL
Tgl. Efektif
64141 - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP
KBLI )
Primer)
Ruang Lingkup
Keai Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
egiatan
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir

3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah);

5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang
dilengkapi dokumen:

a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;
c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
Pembantu KSP Primer;

10. Calon kepala cabang Pembantu KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;

2 |Sistem
Mekanisme ___){ Pelaku Usaha }<
dan Prosedur

v

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

3 |Jangka Waktu

3 (Tiga) hari kerja

Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 [Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
£ o Izin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service . Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masuksn 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@agmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial . Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax - (061) 785 2253 / (061)785 2254
B

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi : :

No.|Komponen

Uraian

-

Dasar Hukum

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan,

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intemet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |pgrengkapan Survei.

dan/atau
Fasilitas
Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)}
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, 7 Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan

Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

i

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




9

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

4

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Marhpu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu

Sub Koordinator/Pengendali Teknis

Jumlah
Pelaksana

Tentativ (Maksimal 5 Orang)

Jaminan
Pelayanan

Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

Izin dari OSS dijamin keabsahannya

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

3 (tiga) Bulan Sekali

Jan-47~ Februar 2023

ng“S«P\enanaman Modal dan Pelayanan
Sa 4’pihtu Kota Medan

Ko Tﬂ dan

NURBAITI HARAJI;i’AP, S.S0s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA Mo Dokl

RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERAS! UMK DA
Tgl. Efektif
KBLI 64141 - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP
Primer)
Rue:(ng !_mgkup Pembukaan Kantor Cabang
egiatan
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |[Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1 |Persyaratan |A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;
4, Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSP Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSP Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi
dokumen:
a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;
¢. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);
d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;
9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
KSP Primer;
10. Calon kepala cabang KSP Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;
11. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan
pada Rapat Anggota.
2 |Sistem
Mekanisme ——)[ Pelaku Usaha ](
dan Prosedur
v
Permohonan Perizinan
Tidak
Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk
F Kepala Dinas ]
v
3 |Jangka Wakiu |3 (rjga) hari kerja
Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 [Produk B
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masukan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@amail.com
5 Website - www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax : (081) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi : :
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja




Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |pPerlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan lzin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
g|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, /7 Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelaya
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, MLAP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 189302 2 001




" Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

1 HARAHAP, S.50s, M.AP
Sm—Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64141 - Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP

KBLI Primer)

Ruang Lingkup

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Unit Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.[|Komponen

Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Bukti setoran modal sendiri pada KSP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank
umum,

2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan
usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;

3. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP Primer;

4. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;

5. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan

6. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.

2 |Sistem
Mekanisme ‘ 5%
dan Proaedur 4)' Pelaku Usaha €
v

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim

Teknis Sektor

Koperasi Dan
Umk

[

Kepala Dinas J
v

3 |Jangka Waktu

3 (Tiga) hari kerja

Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk B
Pelayanan |/
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masukan . . : !
4 E-mall - pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(081) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi




3 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

/ Medan, /7~ Februari 2023
/D Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kotg Medan

Y
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Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |periengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana
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STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR KOPERASI DAN UMK

KBLI : 64143 - Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan OPD Teknis selaku | Sub Koordinator/ Koordinator/ Keterangan
i Kelengkapan Wakt Qutput
Remohan Verifikator/Surveyor | Pengendali Teknis| Pengendali Mutu pkaitens Al ! B
1. M Lk Btk h suai Berkas permohonan
engajukan permohonan erkas permononan Sesual | - o lterterima melalui sistem Mulai
melalui sistem OSS ketentuan
0SS
2.|Berdasarkan Izin yang belum 4
terverifikasi, Verifikator A
melakukan verfikasi atas \_/
pemenuhan persyaratan Berkas permohonan Berkas permohonan
penerbitan Izin, jika < terterima melalui sistem 1 Hari |terverifikasi beserta
permohonan lengkap dan 0SS lampiran teknis pendukung
benar dan dikembalikan Jika
Belum Lengkap dan Belum
Benar
3.
Menguiji kesesuaian dokumen 3
pendukung teknis serta berkas Berkas permohonan 5 BT BOHR Vi
permohonan, dan i terverifikasi beserta 1 Hari tiote m__ pe D ¥ 9
: ; i | ; ; belum disetujui.
menyampaikan hasil pengujian | lampiran teknis pendukung
kepada Koordinator |
4.|Mempelajari dan memutuskan
kelayakan penerbitan Izin W v . .
Nt Tiagll i it Nota hasil Pengujian yang
s » co_ﬁ M”q.. wm.:ms_m: yang 2 Jam |disetujui sebagai dasar
Ll penetapan Izin
5. : ; ; v Nota hasil Pengujian yang
g%wz_“mdwm: niotifikasi AU disetujui sebagai dasar 1 Jam |[lzin Ditetapkan
ReEsuan penetapan lzin
6.
Menerima lzin O Izin ditetapkan 30 Menit |lzin diterima Selesai
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Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan |zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

/
Medan, ~~ Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelaya
Terpadu Satu pintu Kota Medan

Ko edan

oy
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Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

" 7Medah ,  Februari 2023
‘,;,,-'; ﬂ@ﬁé‘@%nanaman Modal dan Pelayanan
/4 gr‘i"t,e/r‘gaddﬁa.‘tu"ninﬁg Kota Medan
(== Hi Kf)? Vi
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Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomar 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan 1zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

#
Medan, “fFebruari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar{/
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




9

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  [Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan {zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

/7 Februari 2023
'Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001
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9

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Parizinan Berusaha Barbacis Rigiko.
Peraturan Pemerintah No_ 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomeor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intemet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelaya*n/
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

s

NURBAITI HARAHAP, 5.Sos, MLAP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4{Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

b = . ” "‘F 4
NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001
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Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6[Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7[Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

{ Medan, Februari 2023

It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayaﬁ
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

ha

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsuitasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumliah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

u'pintu Kota Medan
fodia\ ota Medan
Sty 3]
“.,._‘-“ o ' /
W~ NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
s ~ Pembina Tk |
“EUUNIP. 19720904 199302 2 001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKAS| PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR KOPERASI DAN UMK

KBLI : 64144 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan OPD Teknis selaku | Sub Koordinator/ |  Koordinator/ Keterangan
P i Kelengkapan Output
emaHon Verifikator/Surveyor | Pengendali Teknis| Pengendali Mutu iSepla Dings RIS R VK ?

1. ) . Berkas psrmohonan
z_msmm._c_.ﬁn permohonan O Berkas permohonan sesual NA |terterima melalui sistem Nt
melalui sistem OSS ketentuan

0SS

2.|Berdasarkan Izin yang belum 4
terverifikasi, Verifikator & i
melakukan verfikasi atas \ /
pemenuhan persyaratan Berkas permohonan Berkas pasrmohonan
penerbitan Izin, jika < terterima melalui sistem 1 Hari |terverifikasi beserta
permohonan lengkap dan 0SS lampiran teknis pendukung
benar dan dikembalikan Jika
Belum Lengkap dan Belum
Benar

3.

Menguiji kesesuaian dokumen =

pendukung teknis serta berkas Berkas permohonan : -
permohonan, dan terverifikasi beserta 1 Hari WM_W%MN%M”WE_% yang
menyampaikan hasil pengujian lampiran teknis pendukung Jul-

kepada Koordinator

4.|Mempelajari dan memutuskan

kelayakan penerbitan |zin 4
Nota hasil penguiian van Nota hasi Pengujian yang
> ota hasil pengujlanyang | 5 jam disetujui sebagai dasar
belum disetujui. :
< penetapan lzin

S. . . . L Nota hasil Pengujian yang
g%m:%mﬂxmﬂ: Frotifiant ﬂU disetujui sebagai dasar 1 Jam |lzin Ditetapkan
P ) penetapan |zin

6.

Menerima lIzin O 1zin ditetapkan 30 Menit |lzin diterima Selesai




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64144 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder

e (USP Koperasi Sekunder)

Ruang Lingkup

Kegiatan Pembukaan Kantor Kas

Unit Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.

Komponen

Uraian

A

Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir

3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USP Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah);

5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

7. Memiliki rencana kerja Kantor Kas USP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;

c¢. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas USP
Sekunder;

10. Calon kepala Kantor Kas USP Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi,

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

Pelaku Usaha

v

Permohonan Perizinan

—

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

Kepala Dinas j
+ |

3 |Jangka Waktu . o
pelgyanan 3 (Tiga) hari kerja
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 [Produk i
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Mesktlcent 4 E-mail : pengaduaninformasifayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax 1 (061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi :
No.|Komponen i Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.




2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pefindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intemet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3{Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5}Jumiah Tentativ (Maksimal § Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan 1zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
4«. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanﬂ/
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

i

NURBAITI HARAHAP, S.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  [Perlengkapan Survei,
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

#,,, . Februari 2023
4la Bifias Renanaman Modal dan Pelayanan
- Terpady Sa L’xégintu Kota Medan
P B Kéta»l\{ledap
Sl A

NURBAITI HARAHAP, S.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA HeBeRiapen ¢

Revisi
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK
Tgl. Efektif
KBLI 64144 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder
(USP Koperasi Sekunder)
Ruang Lingkup
Kegiatan Pembukaan Kantor Cabang

Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki lzin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;

3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USP Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah);

5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi
dokumen:

a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;

¢. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ),

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permehonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
USP Sekunder;
10. Calon kepala cabang USP Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;

11. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan
pada Rapat Anggota.

2 |Sistem 1
Mekanisme ___)[ Pelaku Usaha J<
dan Prosedur

v

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

3 |Jangka Waktu

3 (Tiga) hari kerja

Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk \zin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
e 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@qmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial - Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254

B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

(manufacturing) meliputi

No.|Komponen

Uraian

-

Dasar Hukum

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik




Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan{
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

A

NURBAITI HARAHAP, S5.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

g Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5/Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8 [Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Tanaman Modal dan Pelayanan
 Kota Medan

Py, ol
40y sanu ¥

BAITIHARAHAP, §.Sos, M.AP
==Petbina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




i Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan 1zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
g|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

: TIHARAHAP, 5.505, M.AP
S __~Pembina Tk
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu pintu Kota Medan
KotgMedan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64144 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder

2L (USP Koperasi Sekunder)

Ruang Lingkup

Kegiatan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Un

it Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.

Komponen

Uraian

1

Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir

3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

4. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USP Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah);

5. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

6. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

7. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USP Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang
dilengkapi dokumen:

a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat,

c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

8. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
Pembantu USP Sekunderr;

10. Calon kepala Cabang Pembantu USP Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

Pelaku Usaha
v

Permohonan Perizinan

—

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

3 |Jangka Wakiu ) p—
Pelayanan 3 (Tiga) hari kerja
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk \zin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
MealAn 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan prosqs' pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi : :
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64144 - Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder

KBLI
(USP Koperasi Sekunder)

Rueng Lingkup Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1 |Persyaratan |A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Bukti setoran modal sendiri pada USP Koperasi Sekunder berupa rekening tabungan atas nama koperasi
pada bank umum
2. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan
usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
3. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USP Koperasi Sekunder dilakukan secara
terpisah dari unit usaha lainnya
4. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola;
5. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja; dan
6. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.
2 |Sistem
Mekanisme __)[ le
e Brosadur Pelaku Usaha 1€

v

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

3 |Jangka Waktu

3 (Tiga) hari kerja

Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk )
Pelayanan s
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
e 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gamail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254

B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

-

Dasar Hukum

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi




Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana | 5 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
J Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

/ZP Medan,  Februari 2023
g It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelavana(
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

ot

NURBAITI HARAHAP, S.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanah
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kotag.Med

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKAS| PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR KOPERASI DAN UMK

KBLI : 64145 - Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan OPD Teknis selaku | Sub Koordinator/ |  Koordinator/ Keterangan
P i Kelengkapan kt Output
Sy Verifikator/Surveyor | Pengendali Teknis| Pengendali Mutu fopaia Rinee iiing Waktu 8
1. : . Berkas permohonan
_sm:mm.h:wm: permohonan O Berkas permohonan sesuai NA |terterima melalui sistem Mulai
melalui sistem OSS ketentuan
0SS
2.|Berdasarkan lzin yang belum 4
terverifikasi, Verifikator A X
melakukan verfikasi atas \ /
pemenuhan persyaratan Berkas permchonan Berkas permohonan
penerbitan Izin, jika < terterima melalui sistem 1 Hari |terverifikasi beserta
permohonan lengkap dan 0SS lampiran teknis pendukung
benar dan dikembalikan Jika
Belum Lengkap dan Belum
Benar
3.
Menguji kesesuaian dokumen -
pendukung teknis serta berkas Berkas permohonan : ”
permohonan, dan terverifikasi beserta 1 Hari WMNm%MM_%MmmE.m: yang
menyampaikan hasil pengujian lampiran teknis pendukung B
kepada Koordinator
4.|Mempelajari dan memutuskan
kelayakan penerbitan |zin v
Nola Fagil sanaiilEnya Nota hasil Pengujian yang
UM_ a awmmﬂ .cmc_ yang 2 Jam |disetujui sebagai dasar
um R penetapan lzin
5. , . . v Nota hasil Pengujian yang
Z%Hoﬂm.m___%:: D ﬂU disetujui sebagai dasar 1 Jam |[lzin Ditetapkan
P ! penetapan Izin
6.
Menerima Izin O Izin ditetapkan 30 Menit|lzin diterima Selesai




No. Dok i
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA 9, Lot

RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK Reviel
Tgl. Efektif
KBLI 64145 - Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Primer (KSPPS Primer)
Ruang Lingkup
Kegiatan Pembukaan Kantor Kas
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1 |Persyaratan |A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki |zin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;
5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta
rupiah)
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
8. Memiliki rencana kerja Kantor Kas KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;
c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);
d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;
10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas
KSPPS Primer;
11. Calon kepala Kantor Kas KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;
2 |Sistem )
Mekanisme ——)[ Pelaku Usaha J<
dan Prosedur
v
Permohonan Perizinan
Tidak
Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk
' Kepala Dinas ]
3 |Jangka Wakl |3 (Tiga) hari kerja
Pelayanan (Tiga) " :
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk Iz
Pelayanan h
7 |Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
MaaUken 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi : !
No.|Kemponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kefja
3




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

edan, Februari 2023
£ [/Ph. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu pintu Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




9

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu

4

Sub Koordinator/Pengendali Teknis

Jumlah
Pelaksana

Tentativ (Maksimal 5 Orang)

Jaminan
Pelayanan

Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

Izin dari OSS dijamin keabsahannya

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

3 (tiga) Bulan Sekali

¥ Februgri 2023
i fanaman Modal dan Pelayanan




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64145 - Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

L Syariah Primer (KSPPS Primer)

Ruang Lingkup

Kegiatan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Unit Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir

3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI

4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah);

6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang
dilengkapi dokumen:

a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat,

c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
Pembantu KSPPS Primer;

11, Calon kepala Cabang Pembantu KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

Pelaku Usaha

v

Permohonan Perizinan

=y

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

Kepala Dinas I

3 [Jangka Wakiu 3 (1iga) hari kerja
Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk i
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Mastican 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gamail. com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.laper.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intemet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6{Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
g|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

edan, Februar 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayaqr/
Terpadu Satu pintu Kota Medan

il

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




9

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

| Féorigfi2023
If. K aﬁﬁh‘ﬂ’f nanaman Modal dan Pelayanan

rp ffﬁ%a'tqpin Kota Medan

“NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA o Dekmen
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERAS! UMK pevisl
Tgl. Efektif
KBLI 64145 - Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Primer (KSPPS Primer)
Ru?(g:;gkt‘p Pembukaan Kantor Cabang
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |[Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1 |Persyaratan |A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;
5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang KSPPS Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas
juta rupiah);
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang KSPPS Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi
dokumen:
a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat,
¢. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ),
d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;
10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
KSPPS Primer;
11. Calon kepala cabang KSPPS Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;
12. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan
pada Rapat Anggota.
2 |Sistem
Mekanisme ———)[ Pelaku Usaha 1%
dan Prosedur J
v
Permohonan Perizinan
aha Melalui O
Tidak
Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk
( Kepala Dinas J
v
3 |Jangka Waktu |3 (1iga) hari kerja
Pelayanan
2 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk Izin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Mepuloea 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website - www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax - (061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi :
No.|Komponen Uraian




Dasar Hukum

-

Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang —~ Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7 [Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

edan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana*
Terpadu Satu pintu Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




-

Dasar Hukum

9

Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. § Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Kunpuler, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
internai 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6{Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
g|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

<~ Februari 2023
2i;a?in%s;l?enanaman Meodal dan Pelayanan
tu Kota Medan

Pembina TkA' ol
NIP, 19720904-199302 2 001




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64145 - Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan

— Syariah Primer (KSPPS Primer)

RuzpgLingiip Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Bukti setoran modal sendiri pada KSPPS Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada
bank syariah

2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota
setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI

3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan
usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia

4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSPPS Prime

5.Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola
6. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja

7. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.

2 |Sistem )
Mekanisme 4)[ Pelaku Usaha j<
dan Prosedur

v

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

3 |Jangka Waktu

3 (Tiga) hari kerja

Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 [Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk kzin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
s 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website - www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www. lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi :
No.{Komponen | Uraian

Dasar Hukum

-

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.




Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

edan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelaya%/
Terpadu Satu pintu Kota Medan

sV}

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Intemet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |periengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6{Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

ipdsPenanaman Modal dan Pelayanan
\‘Kota Medan

2 H;w, S.Sos, M.AP

NIP. 197203047199302 2 001

e




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR KOPERASI DAN UMK

KBLI : 64146 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan OPD Teknis selaku | Sub Koordinator/ |  Koordinator/ Keterangan
P i . . : i lengkapan Wakt Output
S Verifikator/Surveyor | Pengendali Teknis| Pengendali Mutu Gepeatin Hewengiop s i
B Mengajukan ho Berk rmohonan sesuai il i
g _ . pERIenonan O EIEAS P NA [terterima melalui sistem Mulai
melalui sistem OSS ketentuan
0ss
2.|Berdasarkan Izin yang belum 4
terverifikasi, Verifikator s L
melakukan verfikasi atas /
pemenuhan persyaratan Berkas permohonan Berkas permohonan
penerbitan lzin, jika < terterima melalui sistem 1 Hari |terverifikasi beserta
permohonan lengkap dan 0SS lampiran teknis pendukung
benar dan dikembalikan Jika
Belum Lengkap dan Belum
Benar
3
Menguiji kesesuaian dokumen -
pendukung teknis serta berkas Berkas permohonan . 5
permohonan, dan terverifikasi beserta 1 Hari umm__.wm._mm__.mm_wmm:__m: yand
menyampaikan hasil pengujian lampiran teknis pendukung ul.
kepada Koordinator
4.[Mempelajari dan memutuskan
kelayakan penerbitan Izin Af
Kok hasil penquiian yafi Nota hasil Pengujian yang
_OM_ mg %m _wc.cmc_ Yang | 5 jam |disetujui sebagai dasar
ML SReeIH: penetapan Izin
5. 5 : ; v Nota hasil Pengujian yang
g%wmwm.ﬂ_wm:: nalifkas: ﬂU disetujui sebagai dasar 1 Jam |lzin Ditetapkan
P ) penetapan Izin
6.
Menerima lzin O Izin ditetapkan 30 Menit|lzin diterima Selesai




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64146 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan

= Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)

Ruang Lingkup

Kegiatan Pembukaan Kantor Kas

Unit Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.

Komponen

Uraian

1

Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki |zin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir

3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah)

6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;

8. Memiliki rencana kerja Kantor Kas USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi
dokl g

a.ugfgt pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;

b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat,

c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ),

d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas
USPPS Koperasi Primer,;

11. Calon kepala Kantor Kas USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

—

Pelaku Usaha

v

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

3 |Jangka Waktu ; Sta 5
Pelayanan 3 (Tiga) hari kerja
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
& [Produk izin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Lol 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@amail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi : : : ;
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsuitasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu pintu Kota Medan %

fiofes

NURBAIT!I HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu pintufKota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERAS| UMK

64146 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan

KB Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)

Ruang Lingkup Pembukaan Kantor Cabang Pembantu

Kegiatan
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan {service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1 |Persyaratan |A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “"cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;
5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer minimal sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun,
yang dilengkapi dokumen:
a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;
c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);
d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;
10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
Pembantu USPPS Koperasi Primer;
11, Calon kepala Cabang Pembantu USPPS Koperasi Primer wajib memiliki sertifikat kompetensi;
2 |Sistem \
Mskanisme ——)[ Pelaku Usaha J<
dan Prosedur
v
Permohonan Perizinan
Tidak
Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk
[ Kepala Dinas \
3 |Jangka Waktu |5 (1iga) hari kerja
Pelayanan :
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk Iz
Pelayanan et
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masukan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gamail.com
5 Website : www.dpmptep.pemkomedan.go.id
www._lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pen_gelolaah pelayanan diinternal organisas
(manufacturing) meliputi : : :
No.|Komponen Uraian :
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

(ﬁdan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelaya*t/

Terpadu Satu pintu Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, 5.S0s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




9

Peraturan Pemerintah No. 5§ Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsuitasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jurnlah Tentativ (Maksimal § Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

A% o
. NURBAITT HARAHAP, 5.S0s, M.AP
pembina Tk |~

“NHP.-197200904 199302 2 001




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64146 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan

il Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)

Ruang Lingkup

: Pembukaan Kantor Cabang
Kegiatan

Unit Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun,
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI

4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan
Pelayanannya;

5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer minimal sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah);
8. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USPPS Koperasi Primer paling sedikit 1 (satu) tahun, yang
dilengkapi dokumen:
a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;
c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMP.J);
d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
USPPS Koperasi Primer
11. Calon kepala cabang USPPS Koperasi Primer waijib memiliki sertifikat kompetensi;

12. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan
pada Rapat Anggota.

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

Pelaku Usaha

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

Kepala Dinas ]
+ 1
I B

3 Jangka Wakiu |3 (Tiga) hari kerja
Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif  |Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk Izin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran ;
Safdr;dac 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Mesguan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@amail.com
5 Website - www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi :




No.|Komponen

Uraian

Dasar Hukum

sl

Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2(Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

edan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Saty pintu Kota Medan

vy

NURBAITI HARAHAP, S.So0s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




No.|Komponen

Uraian

1|{Dasar Hukum | 1

tindang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

7 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7{Jaminan 1zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu pinty Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64146 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan

L Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)

Ruang Lingkup

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

Unit Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Bukti setoran modal sendiri pada USPPS Koperasi Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi
pada bank syariah

2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota
setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI

3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan
usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia

4, Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USPPS Koperasi Primer dilakukan secara
terpisah dari unit usaha lainnya

5.Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola
6. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja
7. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.

Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

=

Pelaku Usaha

v

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

Kepala Dinas ]

v

3 |Jangka Waktu ' S
Pelagyanan 3 (Tiga) hari kerja
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk i
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Smrutan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website :www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.l2por.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha B_erbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 ;
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tghun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.




Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2(Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan 1zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

edan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelaya

Terpadu Satu pintu Kota Medan

frfr

NURBAITI HARAHAP, 5.S0s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepan, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan |zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Sagy pinty Kota Medan

NURBAITI HARAHAP, 5.S0s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

VERIFIKAS| PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR KOPERASI DAN UMK

KBLI : 64148 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan OPD Teknis selaku | Sub Koordinator/ |  Koordinator/ . Keterangan
o 4 ; Kelengkapan Wi Output
henjadgn Verifikator/Surveyor | Pengendali Teknis| Pengendali Mutu fepata Dihas EEeE 2 u
1. : , Berkas permohonan
z_m:mm._cwm: permohonan O Berkas permohonan sesuali NA  lererimamelaliisistem Mulai
melalui sistem OSS ketentuan
0SS
2.|Berdasarkan Izin yang belum 4
terverifikasi, Verifikator A &
melakukan verfikasi atas \/
pemenuhan persyaratan Berkas permohonan Berkas permachonan
penerbitan Izin, jika < terterima melalui sistem 1 Hari |terverifikasi beserta
permohonan lengkap dan (O] lampiran teknis pendukung
benar dan dikembalikan Jika
Belum Lengkap dan Belum
Benar
3
Menguji kesesuaian dokumen -
pendukung teknis serta berkas Berkas permohonan , .
permohonan, dan terverifikasi beserta 1 Hari - :mm_; nm.zm%m: JRig
; ; i . . belum disetujui.
menyampaikan hasil pengujian lampiran teknis pendukung
kepada Koordinator
4.|Mempelajari dan memutuskan
kelayakan penerbitan Izin v
Wetks sl nenauiianyan Nota hasil Pengujian yang
\/ co_ a w.mmﬂw m JRryang 2 Jam |disetujui sebagai dasar
/\ IR SREtHME penetapan lzin
B : y . v Nota hasil Pengujian yang
§mmh%mﬂﬂm:: hafikes! ﬂU disetujui sebagai dasar 1 Jam |lzin Ditetapkan
P ) penetapan Izin
6.
Menerima lzin O lzin ditetapkan 30 Menit |Izin diterima Selesai




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA ey =

RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERAS! UMK faan
Tgl. Efektif
64148 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan
KBLI Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi
Sekunder)
Ruang Lingkup
Kegiatan Pembukaan Kantor Kas
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki |zin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang

2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir

3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
4. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya
5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah)
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
8. Memiliki rencana kerja Kantor Kas USPPS USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang
dilengkapi dokumen:
a. surat permnyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;
c. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ),
d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;

10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Kas
USPPS Koperasi Sekunder

11. Calon kepala Kantor Kas USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi

2 |Sistem
Mekanisme —_)[ Pelaku Usaha }4
dan Prosedur v J

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

Kepala Dinas ]

3 |Jangka Waktu ; e
Pelagvanan 3 (Tiga) hari kerja
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk \zin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Wesuken 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254 _
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi

{manufacturing) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

-

Dasar Hukum

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
P Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
J{Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
B{Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7{Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan(
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

)

NURBAITI HARAHAP, S.S0s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur {SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomar 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu

4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis

Jumlah
Pelaksana

Tentativ (Maksimal 5 Orang)

Jaminan
Pelayanan

Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

Izin dari OSS dijamin keabsahannya

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

3 (tiga) Bulan Sekali

NIP. 19720904199302 2 001




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA No. Dokumen

RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK Rl
Tgl. Efektif
64148 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan
KBLI Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi
Sekunder)
Ruarg L ingkup Pembukaan Kantor Cabang Pembantu
Kegiatan
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1 |Persyaratan [A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki Izin/ Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
4. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya
5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun,
yang dilengkapi dokumen:
a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;
¢. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ);
d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;
10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
Pembantu USPPS Koperasi Sekunder
11. Calon kepala kantor Cabang Pembantu USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;
2 |Sistem \
Mekanisme ——)[ Pelaku Usaha J<
dan Prosedur
v
Permohonan Perizinan
h lui
Tidak
Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk
' Kepala Dinas J
3 |Jangka Waku |3 (riga) hari kerja
Pelayanan .
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk lzi
Pelayanan i
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masukan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax - (061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi :
No.|Komponen Uraian

-

Dasar Hukum

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

Lot

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

4
5 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5{Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6{Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7 |Jaminan |zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

an;- Februari 2023
“«3' yenanaman Modal dan Pelayanan
i \u Kota Medan

HARAHAP, 5.50s, M.AP
pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA Hio Delmen <

RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK e
Tgl. Efektif
64148 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan
KBLI Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi
Sekunder)
Ruil%:'a';%kw Pembukaan Kantor Cabang
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1 |Persyaratan |A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :
1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. Mempunyai predikat kesehatan koperasi paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir,
3. Memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI
4. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya
5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder minimal sebesar Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah);
6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Bukti Penerimaan Surat Penyampaian SPT Pajak;
8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit 1 (satu) tahun, yang
dilengkapi dokumen:
a. surat pernyataan bahwa kegiatan operasional hanya melakukan transaksi simpan pinjam dan tidak ada
penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan perusahaan maupun pribadi;
b. surat pernyataan tidak mempunyai produk pinjaman on-line kepada masyarakat;
¢. Peraturan Khusus Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ),
d. surat bukti konfirmasi dan telah melapor penerimaan permohonan registrasi user pelaporan go Anti
Money Laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
9. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja;
10. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang
USPPS Koperasi Sekunder
11. Calon kepala cabang USPPS Koperasi Sekunder wajib memiliki sertifikat kompetensi;
12. Mempunyai volume pinjaman yang diberikan telah mencapai Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta hasilnya dilaporkan
pada Rapat Anggota.
2 |Sistem
Mekanisme ———){ Pelaku Usaha l<
dan Prosedur J
v
Permohonan Perizinan
Tidak
Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk
( Kepala Dinas ]
v
3 |[Jangka Wakiu |5 (1iga) hari kerja
Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk \zin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
fvesukan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial - Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi : :
No.|Komponen Uraian




-

Dasar Hukum | 1

Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Kemputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5[Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pe!ayana(
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

Bk,

NURBAITI HARAHAP, 5.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




Dasar Hukum

-

Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

9 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu

4

Sub Koordinator/Pengendali Teknis

5(Jumiah
Pelaksana

Tentativ (Maksimal 5 Orang)

6|Jaminan
Pelayanan

Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.

7|Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

1zin dari OSS dijamin keabsahannya

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

0

3 (tiga) Bulan Sekali

Medan, Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu pintu Kota Medan
" PEléip Medan

s
| NURBAI HARAAP38 o5, M.AP
© pémbina Tk |/

NIP. 19720304 199302 2 001




No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO TINGGI SEKTOR KOPERASI UMK

64148 - Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi
Sekunder)

KBLI

Ruang Lingkup Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian

1 |Persyaratan

A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank syariah untuk
USPPS Koperasi Sekunder

2. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI, MUI Provinsi/Kabupaten/Kota
setempat atau yang bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI

3. Mempunyai anggota badan hukum koperasi di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya

4. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan
usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia

5. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada USPPS Koperasi Sekunder

6.Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola
7. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja
8. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi.

2 |Sistem )
Mekanisme 4)[ Pelaku Usaha J<
dan Prosedur

v

Permohonan Perizinan

Tidak

Verifikasi Tim
Teknis Sektor
Koperasi Dan
Umk

3 |Jangka Waktu

3 (Tiga) hari kerja

Pelayanan
4 |Masa Berlaku |Berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk \zin
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masukan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www_lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax 1 (061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi : :
No.|Komponen Uraian

-

Dasar Hukum

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha B.erbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021 _
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012




* Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
8 Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3{Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan

Terpadu Satu pintu Kota Medan :

KKotg Medan
"E! mf"’)

NURBAITI HARAHAP, S.50s, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




* Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsuitasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Koperasi dan UMK
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu.pintu Kota Medan
7r_legaMegan

=[5 (. t‘xi‘:k}“ A\
’\ "NURBAITL HARAHAP, SiS0s, M.AP
WO\ Pembina Tk |

. NIP. 19720904 199302 2 001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR
VERFIKASI| PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PERDAGANGAN
PB UMKU SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA BAGI: PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Verifikator / Sub Koordinator/ Koordinator/ Keterangan
i Kelengkapan Waktu Qutput
Pamanon Surveyor Pengendali Teknis | Pengendali Mutu Kepala Hinen Blangtp ¥
Mengajukan Permohonan m_\j Berkas Permohonan sesuai NA Berkas permohonan terterima
melalui OSS RBA — ketentuan melalui sistem 0SS

Melakukan verfikasi,
memberikan persetujuan jika Berkas permohonan Berkas permohonan

\ /
dokumen lenglapan. banat /. \ terterima melalui sistem OSS fidam terverifikasi

dan dikembalikan jika belum
lengkap dan belum benar

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Rancangan SPT
3. Kertas Kerja Survei

Mempelajari hasil verifikasi dan
menetapkan persiapan

pelaksanaan survey Nﬂwww._mwmjozozms 1 Hari Berkas permohonan

selanjutnya menyampaikan 4. terverifikasi

hasilnya kepada Koordinator Dokumen pendukung
5 lainnya

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Rancangan SPT

3. Kertas Kerja Survei
Berkas permohonan 2 Jam
terverifikasi

Menguji dan mempelajari
berkas persiapan pelaksanaan
survey apabila sesuai, survey
dapat dilaksanakan jika
kelengkapan survei telah
terpenuhi, apabila tidak maka
survey ditunda

Dukungan administrasi dan
perlengkapan survey lengkap
(termasuk pelaksanaan
briefing)

Dokumen pendukung
lainnya

Pelaksanaan survei, apabila
hasil survei sesuai antara - .
dokumen pendukung dan U:__Ezoﬂ mﬂﬁﬁq_mwmﬂumnm Berita acara hasil survey
keadaan di lapangan, maka mmﬂﬁmwcxvmmﬂmxmmzwm: aap 1 Hari |berserta lampiran teknis
akan diteruskan ke Koordinator, brisfirig) P pendukung

jika tidak sesuai, maka akan
dikembalikan kepada pemohon.

SRR

M giari / Berita acara hasil survey Berita acara Hasil survey
| il q_ma:mcm_am: berserta lampiran teknis 1 Jam |disetujui sebagai dasar
Ketsyzkin penarbitals 1216, pendukung penetapan PB UMKU
; N S Berita acara Hasil survey
umammﬂ_xms Notifikasi disetujui sebagai dasar 30 Menit |PB UMKU Ditetapkan
SrEeLEn penetapan PB UMKU

. | ; .
Menerima lzin O " PB UMKU Ditetapkan PB UMKU Terverifikasi




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA Hie. Bontaion. ¢

UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA i
Tgl. Efektif

Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima

Pl LR Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

Ruang Lingkup

Kegiatan Waralaba
Unit Kerja :  Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian

1 |Persyaratan |A. Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf)
1. Perjanjian Waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:
a. Nama dan alamat para pihak
b. Jenis HKI;
c. Kegiatan usaha
d. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba
Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi
" Waralaba kepada Penerima Waralaba
f. Wilayah usaha;
g. Jangka waktu Perjanjian Waralaba
h. Tata cara pembayaran imbalan
i. Penyelesaian sengketa
j. Tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Waralaba
k. Jaminan
I. Jumlah geraitempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba
2. Prospektus penawaran waralaba yang memuat paling sedikit materi atau klausula:
a. Data identitas Pemberi Waralaba
b. Legalitas Usaha
c¢. Sejarah Kegiatan usahanya
d. Struktur organisasi Pemberi Waralaba
e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.
f. Jumlah Tempat Usaha
g. Daftar Penerima Waralaba
h. Hak dan Kewajiban Pemberi Waralaba
3. Hak Kekayaan Intelektual.
4. Formulir data teknis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba
Dalam Negeri
B. Teknis, meliputi :
Survey lapangan terkait kepatuhan terhadap :
a. Lokasi Usaha
b. Kelayakan Tempat Usaha
c. Jenis Produk Usaha

2 |Sistem ]
Mekanisme | Pelaku Usaha J<
dan Prosedur 4'

Permohonan Perizinan
Berusaha Melalui OSS

Tidak \l,

Verifikasi dan
Survei Tim
Teknis Sektor
Perdagangan

[ Kepala Dinas ]
3 [Jangka Waktu

PB UMKU
Terverifikasi
Pelayanan

5 (Lima) hari kerja

4 |Masa Berlaku |Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha

5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif




J IF;::::nan PB UMKU yang telah terverifikasi
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masukan . A
4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@amail.com
5 Website s www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax 1 (061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi :
No.|Komponen Uraian
1|Dasar Hukum | 1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2 Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
¢ Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perdagangan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan
8 dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
9 pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
10 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan PB UMKU dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan{
Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kota Medan

4

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




6 |Produk

Pelayanan PB UMKU yang telah terverifikasi

7 |Penanganan | 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran

RGNt 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT It Medan 20143
Masukan . ) ) i ;

4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail. com

5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id

6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan

7 Telp. Fax 1 (061) 785 22563 / (061)785 2254

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
(manufacturing) meliputi :

No.|Komponen Uraian

-t

Dasar Hukum Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

1
2
3
4
5

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
10 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas

3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4{Pengawasan 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5/Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7 {Jaminan PB UMKU dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

: ., \\Februari 2023
inds Renanaman Modal dan Pelayanan

"/ NURBAITI HARAHAP, 5,505, M.AP
o = Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA SEKTOR PERDAGANGAN

Bagian/Bidang :
Unit Kerja H

Nama SOP : KBLI : 47221 - PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL GOL BDANC

Nomor SOP I ....../SOP/DPMPTSP/2022

Pelaksana Mutu Baku _
Kegiatan ; Verifikasi OPD it Sekretaris Kepala Dinas / Keterangan
Pemohon |Verifikator / Analis _Am:_.m.q_ , e Teknis Sektor xoo&_dmﬁq _u._.m.v DPMPTSP / Penetapan dan Kelengkapan Waktu Output
Verifikasi Awal i Verifikasi Akhir
Perdagangan Penomoran
1 Mengajukan Permohonan melalui Berkas Permohonan sesuai NA Berkas permohonan lerterima melalui Mulai
" |aplikasi OSS RBA ketentuan sistem aplkasi
Melakukan verfikasi, meneruskan ke v ;
) e = Berkas permohonan terterima
2 Ketua Tim Keqja jika no_ﬁ._am: - Tidak melalui sistem aplikasi 0SS 1 jam Berkas permohonan lerverifikasi
lengkap dan benar dan dikembalikan REA
jika belum lengkap dan belum benar Ya
Meneliti kebenaran dari verifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja
berkas permohonan dan membuat i Berkas permohonan . ; ;
3. Kerangka Acuan Kerja kemudian terveriiikas! 3 jam 2. Berkas permohonan terverifikasi
menyerahkan ke Tim
Kerangka Acuan Kerja . . .
Menerima berkas permohonan dan ) 1. terverifikasi 1. Kerangka Acuan Kerja terverifikasi
melakukan survei / kunjungan Tidak v
.@mﬁxm: ke .n._xmm_ <m:.n 2. wm_._a.m. umaso:o:m: 2. Berkas permohonen terverifikasi
4 dimohonkan, dilengkapi BAP dan terverifikasi .
6 o . : 2 hari
daftar ceklis instrumen dan verifikasi.
Kepala OPD Teknis menerbitkan
surat persetujuan teknis maupun 3 KKL dab BAP 3 Persetujuan Teknis
penolakan.
Meneliti kebenaran persetujuan i 1. “Aﬂwwﬂ”%ncm: Bt 1. Kerangka Acuan Kerja terverifikasi
teknis yang diterbitkan opd teknis o H g
sekior perdagangan dan < Berkas permohonan 3 .
5. |menyesuaikan antara data yang ada ! terverifikasi 3 Jam 2. Berkas permohonan terverifikasi
di Kerangka Acuan Kerja terverifikasi . ) o
dengan yang tercetak dalam draf Klik Setuju melalui Aplikasi )
izin. 3 sama dengan paraf 3 Klik Setuju melalui Aplikasi sama
elektronik dengan paraf elektonik
1. _Ams_._.axm ..vo:m: e 1. Kerangka Acuan Kerja terverifikasi
va Ya Ya terverifikasi
Menguji dan mempelajari kelayakan fII Berkas permohonan } ;
6. |penerbitan izin, jika sudah benar g 2 terverifikasi 5 lla | 2 'ESAKESpomationaiseriiiac
diparaf dan diteruskan Klik Setuju melalui Aplikasi
3 sama dengan paraf 3 Kiik Setuju melalui Aplikasi sama
elektronik dengan paraf elektionik
1 Kerangka Acuan Kerja
A 4 " terverifikasi
] ) ) I , Berkas permohonan
7 [Memberikan persetujuan notifikasi terverifikasi 1Hari |Sertifikat Izin ditetapkan
penerbitan izin
Klik Setuju melalui Aplikasi
3 sama dengan paraf
elektronik
Ya
8. |Menerima Sertifkat |zin 1zin ditetapkan NA Izin diterima Selesai




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA No. Dokumen :

RISIKO TINGGI SEKTOR PERDAGANGAN bpged W8
Tgl. Efektif
KBLI 47221 - Resika Tinggi
Ruang Lingkup gerldagangEa:r:j Ec(e:ran Minuman Beralkohol
Kegiatan olongan B dan
Kegiatan : Minuman Beralkohol Golongan B dan C
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :
No.|Komponen Uraian

1 |Persyaratan

a Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

1 Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai pengecer/
Penjual Minuman Beralkohol, dengan melampirkan Perizinan berusaha sebagai Distributor/Sub
Distributor minuman beralkohol yang ditetapkan Kementrian Dalam Negeri Rl yang masih berlaku

2 Scan Asli IMB/PBG sesuai peruntukan Bangunan

3 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang
Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol.

4 Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis Sektor Perdagangan

b Teknis, meliputi :

Survey lapangan terkait kepatuhan terhadap :

a. Lokasi Usaha sebagai dan/atau berada pada Supermarket, Hypermarket, Toko Bebas Bea (TBB)
atau Tempat yang ditetapkan oleh Walikota

b. Kelayakan Tempat Usaha

c. Jenis Produk Usaha

2 |Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

Pelaku Usaha e e
Tidak ‘l’ Ya
Permohonan Perizinan
Berusaha Melalui 0SS

Verifikasi dan
Survei OPD
Teknis Sektor
Perdagangan

Persetujuan teknis

[ e ]
v

N

3 |Jangka Waktu

5 (Lima) hari kerja

Pelayanan
4 |Masa Berlaku |3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Produk {in
Pelayanan
7 |Penanganan 1 Customer Service : Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masukan 4 E-mail ; pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website - www._dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial - Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax : (061) 785 2253 / (061)785 2254
B |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi :
No.|Komponen Uraian

Dasar Hukum

-

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .
2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
3

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 8 Tatun 2021 tertang Penyelenggaraan Perizinan Derusaha di Dacrah.




1"

12

14

15

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

o Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan

3 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap

Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Parekraf Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar / Rumah Minum
Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota

16 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.
2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsuiltasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan
2 ¢
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Ketua Tim Kerja/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6{Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan |zin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
/‘ﬁ(epala Dinas Penanaman Modal dan{f’
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan

Wx

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. |
NIP. 19720904 199302 2 001




" Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk

8 pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
9 Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
0 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
11 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perupanan Keempat Alas Peraluran
12 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-NAG/PFR/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
14 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

15 Peraturan Menteri Parekraf Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar / Rumah Minum

Peraturan Walikata Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota
16 Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana

Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan

il o
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Ketua Tim Kerja/Pengendali Teknis
5|Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6{Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan Izin dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023

Pit. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medar}

\@4

NURBAIT! HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk. |
NIP. 19720904 199302 2 001




STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

VERFIKASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

SEKTOR PERDAGANGAN
PB UMKU TANDA DAFTAR GUDANG

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Veri : : Keterangan
erifikator / Sub Koordinator/ Koordinator/ <
Ki ki Output
PRImanan Surveyor Pengendali Teknis | Pengendali Mutu Kepala Dinaa larigkapan e i
1 Mengajukan Permohonan ) Berkas Permohonan sesuai NA Berkas permohonan terterima
© |melalui OSS RBA g ketentuan melalui sistem 0SS
Melakukan verfikasi,
memberikan persetujuan jika
Berkas permohonan Berkas permohonan
2. |dokumen lengkap dan benar s s 1 Jam : ;
dan dikembalikan jika belum terterima melalui sistem 0SS terverifikasi
lengkap dan belum benar
1. Kerangka Acuan Kerja
Mempelajari hasil verifikasi dan 2. Rancangan SPT
menetapkan persiapan ga ] Badiias neridboran 3. Kertas Kerja Survei
3. |pelaksanaan survey » ¢ w“m%mmmm 2 Hari Berkas permohonan
selanjutnya menyampaikan e 4. terverifikasi
hasilnya kepada Koordinator Dokumen pendukung
5. lainnya
. . 1. Kerangka Acuan Kerja
Menguji dan mempelajari
berkas persiapan pelaksanaan 2. Rancangan SPT .
) ; ; i Dukungan administrasi dan
survey apabila sesuai, survey 3. Kertas Kerja Survei
4 i : o & Berkas permohonan perlengkapan survey lengkap
. apat dilaksanakan jika . P ' 2 Jam (termasuk pelaksanaan
kelengkapan survei telah 4. fterverifikasi briefing)
68@:::._, apabila tidak maka Dokumen pendukung o
survey ditunda lainnya
5.
Pelaksanaan survei, apabila
hasil survei sesuai antara iy :
dokumen pendukung dan ch_ﬂum_w B Mﬂﬁﬁ__ﬂwﬁﬂumﬁm Berita acara hasil survey
5. |keadaan dilapangan, maka ﬂwﬂammm:ﬂv m_mxmmswms ghap 3Hari |berserta lampiran teknis
akan diteruskan ke Koordinator, briefing) B pendukung
jika tidak sesuai, maka akan g
dikembalikan kepada pemohon.
o Berita acara hasil survey Berita acara Hasil survey
6. “ﬂsuﬂ_gm: nmﬂcﬂ_ma_ﬁ.cm_am: / berserta lampiran teknis 1 Jam |disetujui sebagai dasar
yaKEn penarbiian zin. pendukung penetapan PB UMKU
. e Berita acara Hasil survey
HMHMM_..“._M._.._ WRtikaa disetujui sebagai dasar 1 Hari |PB UMKU Ditetapkan
T ! [ penetapan PB UMKU
8. |Menerima lzin O v PB UMKU Ditetapkan PB UMKU Terverifikasi




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

PB UMKU TANDA DAFTAR GUDANG

Ruang Lingkup

Kegiatan Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya

No. Dokumen :
Revisi
Tgl. Efektif

Unit Kerja

Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar

A. |Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

1 |Persyaratan

1 Bukti pembayaran PBB tahun terakhir.

alamat gudang) :
a) Dokumen ljin TDG lama
b)Data dokumen yang mengalami perubahan
b Teknis, meliputi :
Survey lapangan terkait kepatuhan terhadap :
a. Lokasi Usaha
b. Kelayakan Tempat Usaha

a Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi satu file pdf) :

2 IMB (ljin Mendirikan Bangunan) yang diperuntukkan untuk Bangunan Gudang
3 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari OSS.
4 Persyaratan Perpanjangan/Perubahan Sertifikat Standar (Perubahan diajukan jika terjadi Pindah

2 |Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

c¢. Jenis Produk Usaha
——»[ Pelaku Usaha J‘

Permohonan Perizinan
Berusaha Melalui 0SS

Tidak l

Verifikasi dan
Survei Tim
Teknis Sektor
Perdagangan

[ Kepala Dinas }

4
PB UMKU

Terverifikasi
3 |Jangka Waktu . I ==
PétayEnaR 7 (Tujuh) hari kerja
4 |Masa Berlaku |Selama Pelaku Usaha Menjalankan Kegiatan Usaha
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
6 |Pelayanan PB UMKU yang telah terverifikasi
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan  :JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masukan 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax :(061) 785 2253 / (061)785 2254




1|Dasar Hukum

Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali

10 Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana, Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumlah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan PB UMKU dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023
It. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana

Terpadu Satu pintu Kota Medan
Kotg Medan

o}

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pembina Tk |
NIP. 19720904 199302 2 001




B MWMMMMWWMWMWMIWI
{manufacturing) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

-

Dasar Hukum

Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2021

6 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan
dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali
10 Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

1
2
3
4
5

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Iinternet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Periengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3|Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana 2 Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Sub Koordinator/Pengendali Teknis
5|Jumilah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6|Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan PB UMKU dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

.&‘ “’Fabfuan 2023
Qél’;“h@naman Modal dan Pelayanan

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, M.AP
Pemhina Tk !
NIP. 19720904 199302 2 001




Bagian/Bidang :
Unit Kerja :

KOORDINATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TIM KERJA SEKTOR PERDAGANGAN

Nomor SOP L e /SOP/DPMPTSP/2022 Nama SOP : PB UMKU SURAT KETERANGAN PENJUAL LANGSUNG (SKPL) Bdan C

Mutu Baku

e
|

Pelaksana

Sekretaris Keterangan
DPMPTSP /

Validasi

Verifikasi OPD
Teknis Sektor
Perdagangan

Kepala Dinas /
| Penetapan dan
Penomoran

Kegiatan - .
Pemohon |Verifikator/ An s ._.__:. el Kelengkapan | Waktu Output
Verifikasi Awal

I/ Verifikasi Akhir

Mengajukan Permohonan melalui Berkas Permohonan sesuai NA Berkas umﬂa.ozo:ma w:mqam melalui Mulai
aplikasi OSS RBA ketentuan sistem apikasi
Melakukan verfikasi, meneruskan ke Berkas permohonan terterima
Ketua Tim Kerja jika dokumen melalui sistem aplikasi 0SS 1 jam Berkas permohonen terverifikasi
lengkap dan benar dan dikembalikan RBA
jika belum lengkap dan belum benar
Meneliti kebenaran dari verifikasi 1 1. Kerangka Acuan Kerja
berkas permohonan dan membuat Berkas permohonan 3i i 2
i h am . Berkas honan terverifikasi
Kerangka Acuan Kerja kemudian - terverifikasi ! 2. Betkas permonons e _
menyerahkan ke Tim
Kerangka Acuan Kerja . y
: : : 1. Kerangka Acuan Kerja terverifikasi
Menerima berkas permohonan dan L terverifikasi g "
melakukan survei / kunjungan Tidak v
kelayakan ke lokasi yang I o Berkas permohonan 2. Berkas permohonan terverifikasi
dimohonkan, dilengkapi BAP dan terverifikasi 2 hari
daftar ceklis instrumen dan verifikasi.
Kepala OPD Teknis menerbitkan
surat parsetujuan teknls maupun 3 KKL dab BAP 3 Persetujuan Teknis
penolakan.
Ki Acuan Kerja ; sy
Meneliti kebenaran persetujuan " 1, nmﬂwﬂw.ﬂwm_ . Al 1. Kerangka Acuan Kerja terverifikasi
teknis yang diterbitkan opd teknis L 2
sektor perdagangan dan - Berkas permohonan h e ;
menyesuaikan antara data yang ada 2. jorverifikasi 3 Jam | 2 Berkas permohonan terverifikasi
di Kerangka Acuan Kerja terverifikasi T —
dengan tercetak dal f i uju me asi
izin dd il 3 sama dengan paraf 3 Klik Setuju melalui Aplikasi sama
. elektronik dengan paraf elektronik
1. xm_.m:,mxm &ncm_._ Keqa 1. Kerangka Acuan Kerja terverifikasi
Ya % % terverifikasi
Menguji dan mempelajari kelayakan L.r'lIY' 2 wm}m.m nmq:a:o:ms 2. Berkas permohonan terverifikasi
penerbitan izin, jika sudah benar = terverifikasi 3 Jam
diparaf dan diteruskan Klik Setuju melalui Aplikasi
3 sama dengan paraf 3 Klik Setuju melalui Aplikasi sama
elektronik dengan paraf elektronik
1 Kerangka Acuan Kerja
\ 4 " terverifikasi
' , Berkas permohonan
Memberikan persetujuan notifikasi * terverifikasi {Hari |Sertifikat Izin ditetapkan
nerbitan izin
= Klik Setuju melalui Aplikasi
3 sama dengan paraf
elektronik
Ya
Menerima Sertifkat |zin ’A. Izin ditetapkan NA  |lzin diterima Selesai




STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA Na. Dot i:

Revisi
UNTUK MENUNJ
ANG KEGIATAN USAHA Tgl. Efektif
PB UMKLU gurat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) B dan
Ruang Lingkup| Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol

Kegiatan Golongan B dan C
Unit Kerja Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Tanda Daftar
A.

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

1 |Persyaratan

a Administrasi (dokumen asli yang discan dan digabung menjadi safu file pdf) :

1 Memiliki Perizinan Berusaha di sektor pariwisata (Hotel, Bar, Restoran)

2 Persetujuan Teknis dari OPD Teknis Sektor Perdagangan

3 Sertifikat Standar/lzin untuk KBLI risiko Menengah Tinggi/Tinggi dengan status Telah
Terverifikasi/Telah Memenuhi Syarat

4 Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol sebagai Penjual
Langsung Minuman Beralkohol, dengan melampirkan Perizinan berusaha sebagai Distributor/Sub
Distributor minuman beralkohol yang ditetapkan Kementrian Dalam Negeri Rl yang masih berlaku

5 Scan Asli IMB/PBG sesuai peruntukan Bangunan

6 Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang
memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol

7 Surat pernyataan untuk tidak menjual minuman beralkohol kepada anak dibawah umur

8 Formulir data teknis Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C
(SKPL-B dan SKPL-C)

b Teknis, meliputi :

Survey lapangan terkait kepatuhan terhadap :
a. Lokasi Usaha
b. Kelayakan Tempat Usaha
c¢. Jenis Produk Usaha

2 |Sistem
Mekanisme
dan Prosedur

—

Tidak

e

Pelaku Usaha

y

Permohonan Perizinan
Berusaha Mefalui 0SS

Ya

|

Verifikasi dan
Survei OPD
Teknis Sektor
Perdagangan

Persetujuan teknis

e |
{

I

3 |Jangka Waktu

5 (Lima) hari kerja

Pelayanan
4 |Masa Berlaku |3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
5 |Biaya/Tarif Tidak ada biaya/Tarif
8 23:::nan PB UMKU yang telah terverifikasi
7 |Penanganan 1 Customer Service :Ruang Fasiltasi dan Konsultasi
Pengaduan, | 2 Kotak Saran
Saran dan 3 Surat Pengaduan : JL. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 LT Il Medan 20143
Masta0 4 E-mail : pengaduaninformasilayanan@gmail.com
5 Website : www.dpmptsp.pemkomedan.go.id
www.lapor.go.id
6 Media Sosial : Facebook & Instagram : dpmptspmedan
7 Telp. Fax - (061) 785 2253 / (061)785 2254
B

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan diinternal organisasi
{manufacturing) meliputi :

No.|Komponen

Uraian

Dasar Hukum

-

1 Undang — Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko. .

4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

KA 40 Tahiin 20024

Darntiiran Mantar Dandavunmiinansn Anarabir Rlanarn dan Dafarmaci Rirabraci

5 Peraturan Pemernntan No. Z8 Tanun 2021 1entang Penyelenggaraan Fenzinan siaang Fergagangan.




Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Perdagangan Rl Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

9 Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomeor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
10 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
11 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
12 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
13 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
14 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

15 Peraturan Menteri Parekraf Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar / Rumah Minum

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali
16 Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
Kompetensi 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana Memahami Regulasi Terkait dengan sektor Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol Golongan B dan
2 C.
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Ketua Tim Teknis/Pengendali Teknis
Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
Jaminan PB UMKU dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

Medan, Februari 2023

It. Kepala Dinas Penanaman Modal d
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Medan

P

NURBAITI HARAHAP, S.Sos, MAP
Pembina Tk. |
NIP. 19720904 199302 2 001




7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

Tentang Pedoman Peryusunan Btandar Oporasional Prosodur (80P) Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Perdagangan Ri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan

& produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
9 Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAGIPER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohot

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
11 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
12 Menteri Perdagangan Nomor 20M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Paraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
13 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
14 Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan
Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
15 Peraturan Menteri Parekraf Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Bar /{ Rumah Minum

Peraturan Walikota Medan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali
16 Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2|Sarana, ATK, Komputer, Printer, Scanner, Telepon, Ruang Kerja, Meja, Kursi, Internet, ruang konsultasi fasilitasi,
Prasarana,  |Perlengkapan Survei.
dan/atau
Fasilitas
3[Kompetensi | 1 Mampu berkomunikasi dengan baik
Pelaksana Memahami Regulasi Terkait dengan sekior Perdagangan Eceran Minuman Beralkoho! Golongan B dan
2 C.
3 Mampu mengoperasikan komputer
4 Memahami tahapan kerja (prosedur)
4|Pengawasan | 1 Kepala Dinas
Internal 2 Sekretaris
3 Koordinator/Pengendali Mutu
4 Ketua Tim Teknis/Pengendali Teknis
5{Jumiah Tentativ (Maksimal 5 Orang)
Pelaksana
6{Jaminan Pengurusan izin yang Transparan, Cepat dan Akuntabel.
Pelayanan
7|Jaminan PB UMKU dari OSS dijamin keabsahannya
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
g|Evaluasi 3 (tiga) Bulan Sekali
Kinerja
Pelaksana

/,\;f_ M%df]g ., Februari 2023
/ " Kepala %Eqpanaman Modal dan

/& Peldyanan u Satu Pintu
AT WS dan

NURBAITI HARAHAP, S.50s, M.AP
Pembina Tk. |
NIP. 19720904 199302 2 001




